
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

Menimbang: a. bahwa untuk rnelaxsanakan ketentuan pasal 4 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pedorr-an Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Renea na Kerja Pembangunan Daerah 
Tahun 2015, perlu menelapkan Peraturan Bupati 
tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2015. 

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang 
Rencana Kerja Pernerintah Daerah (RKPD) 
Kabupalen Grobogan Tahun 2015. 

BUPATI GROHOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUH1\N YANG MAHA ESA 

RENCANA KERJA PEMER[NTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 

PERATURAN BUP/\ TI GROBOGAN 
NOMOR ;.If TAHUN 2014 
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(Lemba.ran Negara R~publik Indonesia Tahun 2011 

Peru ndang-U ndangan Pe1aturan Pemberitukan 

I 

(Lembaran Negara Hep1.1blik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Nomor 4844); 

5. Undang-Undang No-nor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 21)04 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang 

U ndang Nomor 12 Tahun 2008 tenlang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Ta.mbahan Lernbaran Negara Republik Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuaugan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Ta.mbahan Lernbaran Negara Republik Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembanguuan Ja.ngka Pa.nja.ng Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia. Tahun 2007 Nomor 33, Ta.mbaha.n 

Lemba.ran Negara Republik Nomor 4 700); 

8. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 

Nasional Pembangunan Perencanaan Sis tern 

3. Undang-Undung Noruor 17 Tahun 20U3 lenlang 

Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun '..-!OUJ Noinor ,rt, Tarnbahan 

Lemba ran Negara Republik Indonesia Nor ior 4286) ; 

4. Unoang-Undang Nomor 25 Tahun 20,)4 tentang 
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Nomor 82, Ta mba ha n Lcmbaran Negara Republik 

Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerin tah Nomor 39 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Renea na Pembangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4663); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pernerinta.ian Antara 

Pcmerintah, Perner intahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerinta h Nornor 8 Tahun 2008 ten tang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanuan Rencana Pernbangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Nomor 4692); 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Taha pan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencar.a Pembangunan Daerah ( Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 517); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Rencar.a Kerja Pembangunan Daerah 
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penyelenggara Daerah sebagai unsur 
pemerintahan dae.rah. 

3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Pemerintah Daers.h adalah Bupati dan Perangkat 

Pasal 1 

PERATURAN BUPA~! TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DA:CRAH (RKPD) KABUPATEN 

GROBOGAN TAHUN 2015 

MEMUTUSXAN : 

16. Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor 11 

Tahun 2007 lentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabu paten Grobogan Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2007 Nomor 5 seri E); 

1 7. Peraturan Daerah Kabupatcn Grobogan Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Rencana Pernbangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2011-2016 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 20 l 1 Nomor 3 

seri E ). 

Tah un 2015 (Bcrita Negara Republik fndonesia 

Tahun 2014 Nomor 4'70); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2014 Nomor 5) ; 

Menetapkan 
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RKPD Kabupater Grobogan Tahun 2015 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian ::dak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 4 

Plafon Anggaran Scmentara dalam penyusunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015; 

(2) RKPD Kabupa :en Grobogan Tahun 2015 
merupakan acnan dan pedoman dalam 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Tahun Anggaran 2015 bagi SK.PD Pemerintah 

Kabupaten Grobogan. 

(1) RKPD Kabupaten Grobogan scbagaimana 
dimaksud dalarr, Pasal 2 merupakan pedoman 
bagi Pemerin tah Daerah dalam penyueunan 
Kebijakan Umu1.-:1 Anggaran serta Prioritas dan 

I 

Pasal 3 

(1) RK.PD Kabupaten Grobogan Tahun 2015 adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 
2011-2016; 

(2) RKPD Kabupaten Grobogan mempunyai jangka 
waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2015 
sampai dengan Desember 2015. 

Pasal2 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

dixingkut SKPD udrluh uuxur 1)('111l,11nlu Buput i 
dalam penyelenggaraan perneriritahan daerah. 

5. Rericana Kerja Pernbangunan Daerah yang 
selanjutnya diseout dengan RKPD adalah 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 
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PATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR .#-/ 

Diundangkan di Purwodadi 

pad a tanggal : b :J..£> Vi 

J 

d2' BAMBAN~UDJIONO t'ft_._;f- 

/ 

I GROBOGAN, ~ 

Di tetapkan di Purwodadi 
pada tanggal ~ ~~ ~v., 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
pcncmpatannya dalaro Serita Dacrah Kabupaten 
Grobogan. 

Pcrnt urnn Bupati ini mulni bcrlnku pndn tnnggal 

d i u II( lu 11gkui 1. 


